BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, hasil analisis data

penelitian tentang Praktik Penafkahan Anak Yatim di Panti Asuhan Yatim

PGAI Kota Padang dalam Perspektif Hukum Keluarga dan Kesejahteraan

Sosial yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan

yang bisa memberikan jawaban terhadap masalah yang telah dirumuskan

dalam penelitian ini sebagai berikut :
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Praktik penafkahan (pemberian nafkah) anak yatim di Panti Asuhan
Yatim PGAI Kota Padang sejalan dengan prinsip hukum keluarga
Islam. Panti Asuhan Yatim PGAIl melaksanakan tanggung
jawabnya dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan
anak asuhnya dengan mekanisme yang telah dijelaskan
sebelumnya. Sumber nafkah yang berasal dari masyarakat
berbentuk zakat, infak, dan sedekah. Begitu juga bantuan yang
bersifat insidentil dari pemerintah dan lembaga keagamaan seperti
BAZNAS dan LAZ, semuanya sudah sesuai dengan ketentuan
syariat islam bahwa kewajiban menafkahi anak yatim ialah fardu
kifayah yang menjadi perhatian bersama. Panti asuhan yatim PGAI
berfungsi sebagai wali pengganti bagi anak yatim yang kehilangan
orang tua, menggantikan peran keluarga dalam memenuhi dasar
anak yatim termasuk pada aspek pendidikan dan kesehatan. Praktik
ini relevan dengan konsep hadhanah (pengasuhan) dalam hukum
Islam, di mana panti asuhan bertindak sebagai pihak yang
menjamin hak-hak anak.

Berdasarkan teori kesejahteraan sosial (social welfare system),
penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penafkahan anak yatim
di Panti Asuhan Yatim PGAI Kota Padang telah memberikan
dampak positif yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan
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sosial anak yatim. Teori kesejahteraan sosial yang diterapkan yaitu
pada pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, dan
peningkatan kapabilitas individu untuk mencapai kehidupan yang
bermartabat. Dalam konteks ini, penafkahan yang diberikan oleh
panti asuhan tidak hanya memenuhi kebutuhan material seperti
sandang, pangan, dan papan, tetapi juga menjamin akses
pendidikan dari tingkat SD hingga ke tingkat SMA, pendampingan
kesehatan secara berkala, dan pembinaan mental-spiritual dalam
bentuk kegiatan pelatihan adzan, dzikir, dan pidato, yang selaras
dengan prinsip well-being holistik. Dukungan tersebut telah
mengurangi kerentanan ekonomi dan sosial anak yatim, sekaligus
memperkuat jaringan pengaman sosial (social safety net) bagi
mereka yang kehilangan dukungan keluarga. Namun, penulis juga
mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti ketergantungan pada
pendanaan eksternal dan kebutuhan akan pendampingan
berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan program.

Kendala yang dihadapi Panti Asuhan Yatim PGAI Kota Padang
dalam memenuhi kebutuhan dasar anak disimpulkan oleh penulis
dalam dua jenis yaitu kendala internal dan kendala eksternal.
Adapun kendala-kendala internal yang temukan adalah; Pertama,
keterbatasan sumber daya finansial, di mana panti asuhan sangat
bergantung pada donasi dan bantuan sosial yang tidak selalu
konsisten jumlah maupun waktunya. Kedua, adalah kurangnya
tenaga profesional dalam bidang tertentu untuk mendukung
kebutuhan anak yatim secara menyeluruh. Terutama dalam
pendampingan kesehatan mental atau psikologis anak yatim.
Ketiga, minimnya inovasi dalam pengelolaan sumber daya dan
ekonomi kreatif, seperti ketiadaan program mandiri (contohnya
kebun produktif atau usaha kerajinan) untuk membantu menopang
kebutuhan panti asuhan. Kemudian kendala eskternal yang
dihadapi panti ialah; Pertama, Fluktuasi bantuan donasi dari
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pemerintah yang kadang naik kadang turun sehingga seringkali
tidak sejalan dengan kebutuhan riil panti, terutama dalam
memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang dan papan. Ketika
terjadi penurunan donasi atau keterlambatan penyaluran bantuan
sosial dari pemerintah, panti asuhan kesulitan memenuhi kebutuhan
dasar anak asuhnya secara konsisten. Kedua, kenaikan harga bahan
pangan dan sandang akibat inflasi menjadi tantangan berat bagi
panti asuhan. Alokasi dana yang tetap harus berhadapan dengan
biaya hidup yang terus meningkat, menyebabkan kuantitas
pemenuhan kebutuhan anak asuh seringkali terpaksa dikurangi.
Ketiga, penurunan daya beli masyarakat akibat kondisi ekonomi
nasional turut mempengaruhi jumlah dan kualitas donasi yang
diterima panti asuhan. Masyarakat yang juga kesulitan secara
ekonomi cenderung mengurangi sumbangan mereka ke panti
asuhan. Selain itu, stigma masyarakat yang menganggap panti ini
sudah kaya karena terletak di tengah kota kadang menjadi

penghambat partisipasi warga dalam mendukung panti asuhan ini.

5.2 Implikasi
5.2.1 Secara teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi
penting dalam memperkaya pemahaman mengenai hukum keluarga
dan kesejahteraan sosial dalam konteks penafkahan anak yatim.
Temuan penelitian memperkuat teori kesejahteraan sosial yang
menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs
approach) dan pemberdayaan (empowerment approach). Praktik
penafkahan di panti asuhan menunjukkan bagaimana institusi
sosial dapat berperan sebagai sistem pendukung (support system)
yang menggantikan fungsi keluarga dalam memastikan hak-hak
anak terpenuhi, sesuai dengan prinsip kelangsungan hidup dan
perkembangan anak (survival and development rights) dalam
Konvensi Hak Anak. Penelitian ini juga mengonfirmasi relevansi
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teori keadilan distributif dalam Islam dalam konteks hukum
keluarga, di mana zakat, infak, dan sedekah tidak hanya berfungsi
sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi
kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Mengenai kendala
yang dihadapi panti asuhan, seperti kurangnya tenaga profesional
dan minimnya inovasi ekonomi, menyoroti perlunya integrasi
antara pendekatan Kkaritatif (charity-based) dan pendekatan
pembangunan (development-based) dalam teori pekerjaan sosial.
Implikasi teoritis ini menegaskan bahwa keberlanjutan penafkahan
anak yatim memerlukan kerangka kebijakan yang holistik, yang
memadukan  prinsip  syariah, kesejahteraan  sosial, dan
pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak
hanya memperkaya diskusi akademis tentang perlindungan anak
yatim, tetapi juga menawarkan perspektif integratif bagi
pengembangan model kesejahteraan sosial yang berbasis nilai-nilai
keislaman dan keindonesiaan.
5.2.2 Secara praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan mampu
memberikan sejumlah rekomendasi konkret yang dapat diterapkan
untuk meningkatkan efektivitas penafkahan anak yatim di Panti
Asuhan Yatim PGAI maupun lembaga sejenis yang tidak keluar
dari prinsip-prinsip hukum keluarga, Meningkatkan taraf
kesejahteraan sosial anak yatim dari praktik penafkahan yang ada
serta mengatasi kendala-kendala yang seringkali muncul dalam
proses pemenuhan nafkah pangan, sandang, dan papan anak yatim.

5.3 Rekomendasi
Pembahasan atau kajian penelitian ini fokus pada praktik penafkahan
anak yatim di Panti Asuhan Yatim PGAI ditinjau dari perspektif hukum
keluarga dan kesejahteraan sosial. Artinya praktik pemberian nafkah kepada
anak yatim di Panti Asuhan Yatim PGAI Kota Padang sebagaimana yang
telah dipaparkan pada penulisan sebelumnya melalui teori hukum keluarga
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dan teori kesejahteraan sosial. Penulis dalam hal ini memberikan rekomendasi
ditujukan kepada pengelola panti asuhan untuk meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan dana penafkahan. Hal ini dapat dilakukan
dengan menerapkan sistem pelaporan keuangan yang terstandarisasi dan
dapat diakses oleh donatur serta pihak terkait. Selain itu, pengelola perlu
mengembangkan program pemberdayaan ekonomi mandiri, seperti pelatihan
keterampilan bagi anak asuh dan pembentukan unit usaha produktif
(contohnya kerajinan tangan atau pertanian urban), guna mengurangi
ketergantungan pada bantuan eksternal yang fluktuatif.

Rekomendasi berikutnya penulis menyoroti pentingnya edukasi
masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial
terhadap anak yatim, termasuk menghilangkan stigma bahwa panti asuhan
telah berkecukupan hanya karena berada di daerah ramai penduduk.
Kampanye publik melalui media sosial atau kerja sama dengan tokoh agama
dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk donasi tetap atau
program sponsor anak. Di sisi hukum, rekomendasi kebijakan perlu ditujukan
kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat payung hukum
terkait pengawasan panti asuhan, termasuk penyusunan standar minimal
pemenuhan hak anak yatim berdasarkan prinsip kesejahteraan sosial dan
hukum keluarga Islam. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan
praktik penafkahan di panti asuhan Yatim PGAI Kota Padang dapat lebih
optimal dalam menjamin kesejahteraan anak yatim secara holistik.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan di Panti Asuhan Yatim Kota Padang
lebih difokuskan pada praktik penafkahan yang sesuai dengan implementasi
hukum keluarga yang mempunyai dampak terhadap kesejahteraan sosial
anak-anak yatim serta kendala dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak yatim
yang relevan dengan kedua teori di atas. Sehingga dalam tulisan ini penulis
hanya fokus dalam memperoleh data dari pengelola panti asuhan tersebut dan
anak yatim yang tinggal di sana.
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